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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai kebijakan 

Gubernur Jawa Barat tentang pendidikan militer sebagai upaya 

penanggulangan kenakalan remaja, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan Yuridis 

 Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menerapkan 

pendidikan militer bagi peserta didik SMA/SMK melalui 

barak militer dinilai memiliki kelemahan dari sisi legalitas 

dan keselarasan norma hukum positif. Secara hirarki, Surat 

Edaran yang menjadi basis kebijakan ini bukanlah peraturan 

perundang-undangan yang dapat menciptakan norma baru 

yang membatasi hak asasi manusia atau mengatur subjek 

hukum secara luas. Kebijakan ini juga ditemukan 

bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena mengubah 

pendekatan pedagogis-edukatif menjadi instruktif-

militeristik, serta berpotensi melanggar prinsip 

perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 terkait jaminan keamanan fisik dan psikis anak 

di lingkungan pendidikan.   
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2. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah 

 Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, meskipun 

Gubernur sebagai ulil amri di daerah memiliki otoritas untuk 

melakukan inovasi kebijakan demi kemaslahatan umat 

(tasharruful imam 'ala ra'iyyah manuthun bil maslahah), 

kebijakan ini dianggap tidak memenuhi prinsip ketaatan 

hirarkis (uqud). Legitimasi tindakan penguasa dalam Islam 

tidak hanya didasarkan pada manfaat praktis semata, tetapi 

harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi (pemerintah 

pusat/Undang-Undang) yang telah disepakati bersama.  

B. Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

 Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap 

kebijakan ini dengan memperkuat landasan regulasinya 

melalui Peraturan Daerah agar memiliki kepastian hukum 

dan legitimasi yang kuat. Pemerintah daerah juga disarankan 

untuk menggeser metode pembinaan dari pola militeristik 

murni menjadi pola pendidikan karakter yang lebih humanis, 

edukatif, dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.   

2. Bagi Instansi Terkait (Dinas Pendidikan dan TNI) 

 Diharapkan adanya sinkronisasi kurikulum yang 

lebih jelas antara pembinaan karakter bela negara dengan 

sistem pendidikan nasional, sehingga tidak terjadi dualisme 
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otoritas yang membingungkan pelaksana di lapangan serta 

tetap menjamin perlindungan hak-hak anak selama masa 

pembinaan.   

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat keterbatasan penelitian ini yang bersifat 

yuridis normatif, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian lapangan (field research) guna melihat 

dampak sosiologis dan psikologis secara langsung terhadap 

peserta didik yang telah mengikuti program pendidikan 

militer ini. 
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